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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan  

1. Pelaksanaan akad wakalah pada pembiayaan murabahah di BPRS 

Madinah Syariah dan BPRS Unisia Insan Indonesia mengacu kepada 

peraturan Fatwa MUI Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000, tanggal 13 April 

2000 tentang Wakalah, telah menetapkan bahwa jika bank hendak 

mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, 

maka akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara 

prinsip menjadi milik bank. Dengan kata lain, pemberi kuasa 

(wakalah) dari bank kepada nasabah atau pihak ketiga manapun, harus 

dilakukan sebelum akad jual beli murabahah terjadi. Dalam 

kenyataannya, akad murabahah sering kali mendahului pemberian 

wakalah dan dropping dana pembelian barang 

2. Kelemahan dan kelebihan penggunaan akad wakalah dalam 

prakteknya pada perbankan syariah dalam akad wakalah dilakukan 

terpisah dengan akad murabahah. Nasabah melaksanakan akad 

wakalah terlebih dahulu dengan pihak BPRS dengan menitipkan 

jaminan, dan nasabah akan menerima sejumlah uang sesuai dengan 

pembiayaan yang diberikan. Setelah itu nasabah wajib membelikan 

barang-barang tersebut sesuai Rencana Anggaran Belaja (RAB). 
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Namun pada pelaksanaan akad wakalah seperti itu memiliki resiko 

pada pihak bank, karena untuk akad wakalah pihak bank tidak bisa 

mengikat jaminan tersebut. Akad wakalah akan gugur setelah 

pembelian barang dilaksanakan oleh nasabah, dalam akad wakalah 

belum timbul kewajiban untuk mengansur. Sementara pihak bank telah 

mengeluarkan sejumlah uang diawal. Apabilah nasabah melakukan 

wanprestasi pihak bank tidak dapat mengeksekusi jaminan karena 

belum diikat. Dari hasil evaluasi dari kedua BPRS, akad wakalah 

dilaksanakan Bersama dengan akad murabahah sekaligus pengikatan 

atas jaminan. Tentu bagi pihak bank hal tersebut untuk meminimalisir 

resiko kerugian bagi pihak bank 

 

B. Saran 

Adanya fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional bertujuan agar 

dalam praktek perbankan syariah sesuai dengna prinsip syariah yang ada. Oleh 

karena itu, penulis berharap kedepannya pihak bank lebih mencermati lagi 

ketentuan tentang harus dikuasainya terlebih dahulu barang atau asset yang 

hendak diberikan pembiayaan murabahah. 

Kebolehan untuk meminta uang muka kepada nasabah pembiayaan 

murabahah, bisa dijadikan dasar bagi pihak bank untuk meminta untuk 

pembiayaan murabahah dengan tujuan apapun. Hal tersebut bertujuan untuk 

mengurangi resiko pembiayaan murabahah yang ada. 
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Walaupun terdapat kebebasan pihak bank untuk membuat komposisi 

angsuran, alangkah lebih baiknya jika tetap memperhatikan prinsip keadilan bagi 

nasabah. 
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